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ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh berkembangnya teknologi
informasi, akan tetapi dibalik berkembangnya teknologi informasi atau media sosial
tak sedikit memberi perkara-perkara yang berdampak positif dan negatif selain
memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban
manusia, di sisi lain sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
Begitu banyak problem sosial yang terjadi di media sosial. Mengingat sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh lembaga hukum kurang memenuhi standar kelayakan
dalam kasus perbuatan pidana dalam teknologi informasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dirumuskan permasalahan mengenai
kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan untuk menangani para pelaku
kejahatan dunia maya terkait dengan masalah pembuktian tersebut, dan pertimbangan
hakim terhadap penggunaan media sosial sebagai alat bukti dalam perkara pidana,
apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan
proses pembuktian dalam tindak pidana dengan alat bukti media sosial sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian
yang mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang
riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Dalam kaitannya dengan
penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan penyusun juga
melakukaan penelaahan secara mendalam tentang peraturan.

Adapun hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap penggunaan
media sosial di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan penelitian ini menurut
hakim hasil/kesimpulan dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial
sebagai alat bukti dalam sebuah kasus, Pasal haruslah sesuai prosedur, artinya pasal
tersebut harus sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan
transaksi elektronik (ITE). Sah belum memenuhi kandungan artinya bahwa sah masih
bisa dipertimbangkan oleh hakim, jika sah sebuah media sosial sebagai alat bukti
tetapi hanya ada satu alat bukti maka belum memenuhi syarat. Dalam perkara yang
menggunakan media sosial sebagai alat bukti harus memenuhi alat bukti lain, seperti
alat bukti keterangan ahli demi memenuhi syarat menjatuhkan pidana kepada
seseorang yang melakukan tindak pidana melalui media sosial. Permasalahan ini
berdampak juga terhadap hakim dalam mempertimbangkan sebuah perkara pidana
dengan alat bukti media sosial dan pada saat itu juga saksi ahli yang dapat
mempergunakan digital forensik tersebut tidak ada, maka akan timbul kekaburan
sebuah alat bukti.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju
globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Kemajuan teknologi
komunikasi ini sudah sedemikian menjamur di kalangan masyarakat, sehingga
pengenalan alat elektronik menjadi perwujudan dan inti tematika telah
menunjukkan intensitasnya sebagai media informasi dan telekomunikasi.*

Media sosial sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan dan
perubahan masyarakat Indonesia, perubahannya pun beragam bisa membawa
perubahan yang lebih baik, bahkan perubahan yang sangat burukpun bisa terjadi
di media sosial.

Pada abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan
sebuah media. Sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah didapatkan
oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan.
untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosial lah yang banyak digunakan oleh
masyarakat secara umum. Layanan-layanan yang ada pada media sosialpun
beragam dan selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sixderee, bloger,
friendster, facebook, twiter, youtube dan banyak lagi yang lain.

Akan tetapi dibalik berkembangnya teknologi informasi atau media sosial
tak sedikit memberi perkara-perkara yang berdampak positif dan negatif selain

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban

! Mukhlis, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana Pidana
(Dalam Perspektif Hukum Islam),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2011.



manusia, di sisi lain sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
Begitu banyak problem sosial yang terjadi di media sosial.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi informasi, maka
semakin banyak manusia menggunakan alat teknologi media sosial, termasuk
dalam berinteraksi antar sesamanya, oleh karena itu semakin kuat desakan
terhadap hukum termasuk hukum pembuktian untuk menghadapi kenyataan
perkembangan masyarakat seperti itu.

Berbagai kasus kejahatan atau perbuatan melawan hukumpun mulai
bermunculan, tak sedikit kasus yang menggunakan media sosial untuk melakukan
tindak pidana, kasus-kasus tersebut dapat dilihat dari berbagai media elektronik
maupun surat kabar yang banyak menyoroti kasus pencemaran nama baik, dan
perbuatan tidak menyenangkan melalui media sosial.

Sebagai contoh:

1. Prita Mulyasari, seorang pasien yang dituntut penjara dan denda karena
pencemaran nama baik RS Omni Tangerang pada tanggal 7 Agustus 2008.
Keluhannya itu dia tulis dalam sebuah email ke sebuah milis yang
akhirnya menyebar ke milis dan forum lain. Akibatnya dia terjerat hukum
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal
27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik.

2. Penyebaran foto palsu korban kecelakaan pesawat Sukhoi
Yogi Semtani (22) seorang mahasiswa menyebarkan foto korban Sukhoi
Superjet 100 di Gunung Salak, la mengaku sebagai orang pertama yang

mengunduh foto korban kecelakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 di media



sosial Twitter, yang ternyata palsu. Polisi menetapkan Yogi sebagali

tersangka dan menjeratnya dengan pasal manipulasi dokumen elektronik

yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman hukumannya, sebagaimana

diatur dalam Pasal 51 ayat (1), penjara paling lama 12 tahun atau ditambah

denda paling banyak Rp 12 milyar.

3. Farah Nur Arafah (pelajar SMA) terdakwa kasus penghinaan melalui
jejaring sosial Facebook, Farah dinilai hakim terbukti melakukan
pencemaran nama baik terhadap Felly Fandani. Selain itu, berdasarkan
keterangan beberapa saksi dan barang bukti, Farah terbukti telah
melakukan tindak pidana memfitnah Felly Fandini melalui via jejaring,
lalu Dia dituntut 5 bulan penjara. Jaksa Penuntut Umum, Yosi Diana
mengatakan  Farah dijerat pelanggaran pasal perbuatan tidak
menyenangkan dan pencemaran nama baik.’

Jika melihat kuantitas kasus yang dilakukan melalui jaringan sistem
komputer dan sistem komunikasi, baik dalam lingkup lokal maupun global
(internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer
yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan
hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian
informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara online atau melalui media sosial,

khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum

Widodo, Hukum Pidana di Bidang Tegnologi Informasi, (Jogjakarta: Aswaja Pressindo,
2009), him. 130.



yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.®> Keberadaan alat bukti sangat
penting terutama untuk menunjukkan adanya peristiwa hukum yang telah
terjadi. Menurut PAF Lamintang, orang dapat mengetahui bahwa adanya dua
alat bukti yang sah itu adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan
pidana bagi seseorang. Tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga
perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah
terjadi. Adanya alat bukti yang sah sangat penting bagi hakim pidana dalam
meyakinkan dirinya membuat putusan atas suatu perkara.’ Alat bukti ini
harus sah (wettige bewijsmiddelen). Hanya terbatas pada alat-alat bukti
sebagaimana disebut dalam Undang-undang (KUHAP atau Undang-undang
lain). UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU
ITE) melalui pasal 5 ayat (1) dan (2) ternyata memberikan 3 buah alat bukti
baru yaitu: Informasi elektornik, dokumen elektronik dan hasil cetak dari
keduanya.

Beban pertimbangan hakim juga dalam memutuskan suatu media sosial
sebagai alat bukti. Apakah media sosial itu cukup kuat untuk menjadi alat bukti.
Berdasarkan paparan di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian
melalui penulisan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam
Penggunaan Media Sosial Sebagai Alat Bukti dalam Kasus Perkara Pidana

di Pengadilan Negeri Yogyakarta.”

3Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus “Prita
Mulyasari, ” (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), him. 39- 40.

*Ibid.,him. 42.



B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam
bentuk pertanyaan:
1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara
pidana dengan menggunakan media sosial sebagai alat bukti?
2. Apa yang menjadi kendala hakim dalam penggunaan media sosial
sebagai alat bukti?
C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan
suatu media sosial menjadi alat bukti.

b. Untuk mengetahui kendala hakim dalam penggunaan media sosial
sebagai alat bukti.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
sumbangsih ilmiah terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana,
kKhususnya pemahaman teoritis dasar pertimbangan hakim dalam
penggunaan media sosial sebagai alat bukti.

b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharap memberikan kontribusi

positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah



literatur pengetahuan dibidang hukum pembuktian dengan alat bukti
media sosial.

D. Telaah Pustaka

Penelitian ini saya akui bukanlah penelitian yang pertama, seperti yang
telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya, ditemukan beberapa literatur atau
penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang dapat diuraikan
sebagai berikut:

Mukhlis dalam skripsinya yang Berjudul “Kedudukan Alat Bukti
Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana (Perspektif Hukum Islam Dan
Hukum Poitif Di Indonesia),” meneliti persamaan dan perbedaan kedudukan alat
bukti elektronik dalam hukum Islam dan hukum positif di Indoneia. Alat bukti
elektronik baik dalam hukum Islam maupun hukum pidana di Indonesia, tidak
dapat dipisahkan lagi dengan alat bukti pendapat ahli. Alasannya adalah karena
kerumitan dalam memahami sehingga dapat dipastikan bahwa para aparatur
hukum saat ini masih buta dengan hal ini. Perbedaan titik tekan perbedaan
pembuktian antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia adalah pijakan
dasar dalam penetapan hukum. Di dalam hukum Islam berdasarkan giyas,
sedangkan dalam hukum positif berdasarkan undang-undang.’ Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian penyusun yaitu penelitian ini menitikberatkan
pada alat bukti elektronik di dalam hukum Islam dengan hukum pidana Indonesia,

sedangkan dalam penelitian penyusun mencoba menjelaskan tentang

*Mukhlis, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Hukum Pidana Pidana
(Dalam Perspektif Hukum Islam),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.



Pertimbangan hakim dalam menggunakan alat bukti media sosial apakah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada atau tidak. Persamaan
skripsi tersebut dengan skripsi yang akan penyusun buat adalah sama-sama
berobyek pada alat bukti media sosial atau media elektronik.

Panji Wijiyanto Wicaksono, dalam skripsinya yang berjudul “Aspek
Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektonika (Studi Kasus
Nurhalim CS Jakarta Timur Dalam Kasus Hukum Pidana),” menyimpulkan
bahwa menurut ketentuan pasal 187 KUHAP, surat yang dinilai sebagai alat bukti
yang sah adalah surat yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat dalam
bentuk print out, apabila dilengkapi dengan keterangan seorang ahli yang
kopenten dibidangnya dalam hal ini haruslah seorang pakar teknologi komunikasi,
atau pekerjaannya atau jabatannya ditunjuk oleh telepon seluler, dan juga menjadi
keterangan dari seorang ahli didasarkan keahliannya dari suatu hal.® Perbedaan
penelitian ini dengan penelitian penyusun yaitu pada penelitian ini lebih condong
kepada aspek pembuktian dan mengarah kepada salah satu kasus, sedangkan
penelitian penyusun lebih kepada beberapa kasus tidak hanya studi kasus.

Dwi Rendra Wiratama, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Yuridis
Pembuktian Cyber Crime dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia,” dalam hasil
penelitiannya sistem pembuktian berdasarkan KUHAP secara formil tidak lagi
dapat menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktian dalam perkara cyber

crime, sebab modus peradil dalam cyber crime tidak saja digunakan dengan alat

®panji Wijayanto Wicaksono, “Aspek Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui
Media Elektonika(Studi Kasus Nurhalim CS Jakarta Timur Dalam Kasus Hukum Pidana) Aspek
Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektonika(Studi Kasus Nurhalim CS Jakarta
Timur Dalam Kasus Hukum Pidana),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, UPN Jakarta,
2011.



canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan cepat dan sederhana
siapa sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu dibutuhkan optimalisasi UU
Nomor 11 tahun 2008 tentang elektonik informatika. Kelemahan perangkat
hukum dalam penegakan hukum pidana khsusnya dalam kaus cyber crime,
banyak memiliki keterbatasan. Hal demikian dapat dirasakan seperti apabila
kejahatan yang terjadi aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu
(gagap teknologi) untuk mengusut pelakunya dan alat-alat bukti yang
dipergunakan dalam hubungannya dengan bentuk kejahatan sulit terdeteksi.’
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun yaitu bahwa pada penelitian
ini menjelaskan cyber crime dalam perspektif hukum Indonesia, sedangkan
dalam penelitian penyusun menitik beratkan pada pertimbangan hakim dalam
penggunaan media sosial sebagai alat bukti.

Sinta Dewi HTP, dalam tesisnya yang berjudul “Kajian Yuridis Terhadap
Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) dipersidangan perkara
pidana,” mengatakan bahwa saat ini walaupun didalam KUHAP belum mengatur
mengenai penggunaan audio visual, namun jika melihat ketentuan-ketentuan
peraturan perundang-undangan lain yang mengatur hukum acara selain hukum
materilnya maka subtansi hukum hukum dalam penggunaan audio visual sudah
tidak diragukan lagi.® Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyususun

bahwa pada peneltian ini menggunakan metode penelitian study pustaka atau mini

"Dwi Rendra Wiratama, “Tinjauan Yuridis Pembuktian Cymber Crime Dalam Perspektif
Hukum Positif Indonesia,” Skripsi tidak diterbitkan, fakultas hukum, Universitas Brawijaya
Malang, 2009.

8Sinta Dewi HTP, “Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual
(Teleconference) Dipersidangan Perkara Pidana,” Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum,
Universitas Indonesia, 2012.



research, sedangkan penelitian penyusun merupakan penelitian studi pustaka dan
juga melakukan penelitian lapangan field research.

Yudistira, dalam skripsinya yang berjudul, “Kekuatan Elektronik Sebagai
Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana,” kekuatan alat
bukti surat elektronik menurut KUHAP adalah sama dengan alat bukti yang diatur
dalam Pasal 184 ayat (1) huruf ¢ KUHAP, namun surat elektronik pada dasarnya
ialah surat yang berbentuk elektronik, selain itu surat elektronik dapat dimasukkan
dalam kategori surat lain yang hanya dapat berlaku jika hanya ada hubungannya
dengan isi dari alat bukti yang sesuai dengan pasal 187 huruf d KUHAP. Jadi
kekuatan bukti dari alat bukti elektronik adalah sama dengan alat bukti yang
diatur dalam pasal 184 ayat 1 huruf ¢ KUHAP, dan nilai kekuatan pembuktian
surat elektronik tergantung kepada keyakinan hakim.® Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian penyusun yaitu pada penelitian ini menitik beratkan kepada
kekuatan alat bukti elektronik didalam persidangan, sedangkan penelitian
penyusun menitik beratkan kepada sah atau tidaknya sebuah media sosial sebagai
alat bukti menurut pertimbangan hakim.

Dari beberapa karya tulis diatas, kesemuanya membicarakan tentang alat
bukti elektronik dan kejahatan yang dilakukan melalui media sosial. Meskipun
dari judul berbeda namun alam pembahasannya juga membahas mengenai media
sosial dan elektronik. Perbedaan yang menjadi penyusunan ini menitik beratkan
pada pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti.

Sedangkan untuk beberapa karya tulis lainya lebih menitik beratkan pada

Yudistira, “Kekuatan Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari
Hukum Acara Pidana,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. 2010.
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kekuatan alat bukti elektronik dan pembuktian dalam cymber crime. Dengan
demikian, menurut hemat penyusun penelitian ini telah memenuhi syarat
kelayakan untuk dilakukan dalam rangka untuk menambah khazanah pemikiran
hukum dan kebutuhannya dalam masyarakat.
E. Kerangka Teoretik
“Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu
pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.”*® Menurut
Subekti, yang dimaksudkan dengan “membuktikan” adalah meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak
dalam suatu persengketaan. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa
melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam
hukum acara pidana. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim
tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.™
Adapun enam butir pokok yang menjadi alat ukur dalam teori
pembuktian, dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Dasar pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan
pengadilan untuk memperoleh fakta-fakta yang benar (bewijsgronden);
b. Alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh hakim untuk mendapatkan
gambaran mengenai terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau

(bewijsmiddelen);

YAndi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him.
245,

1pid.
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c. Penguraian bagaimana cara menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim
di sidang pengadilan (bewijsvoering);

d. Kekuatan pembuktian dalam masing-masing alat-alat bukti dalam
rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan (bewijskracht);

e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk
membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan
(bewijslast). Bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian
untuk mengikat kebebasan hakim (bewijsminimum);

f. Bukti minimum vyang diperlukan dalam pembuktian untuk
mengikat kebebasan hakim (bewijsminimum).

Dalam HIR maupun Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) semuanya menganut pembuktian berdasarkan pada undang-undang
negatif (negatief wettelijk).”* Dalam teori pembuktian berdasar undang-undang
negatif ini pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada
peraturan perundang-undangan yang pada keyakianan hakim dan menurut
undang-undang dasar keyakianan hakim itu bersumber pada peraturan perundang
undangan.

Pada Pasal 183 KUHAP dinyatakan bahwa:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

sekurang kurang nya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah
yang bersalah melakukannya.

2Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: PT. Alumni,
2008), him. 28.
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Dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur
alat bukti yang sah diantaranya:
1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan terdakwa.

Alat bukti sebagaimana disebutkan di atas mempunyai peran untuk
membantu hakim dalam menggambarkan kembali mengenai kepastian pernah
terjadinya peristiwa pidana.

Dalam kasus-kasus kejahatan yang berkaitan dengan media eletronik UU
No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui
pasal 5 ayat (1) dan (2) telah mengatur tentang tambahan alat bukti selain alat
bukti yang disebutkan di atas.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menegaskan dua jenis alat bukti dalam lingkup
transaksi elektronik, yaitu:

1. Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik
2. Hasil cetak dari Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik

Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen
Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang

berlaku di Indonesia.
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Alat bukti dalam UU ITE mempunyai kedudukan yang sama dengan alat
bukti sebagaimana yang disebutkan dalam KUHAP. Alat alat bukti ini sangat
perlu, oleh karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan
terdakwalah yang melakukan perbuatan itu. Artinya bahwa alat bukti berupa
pengakuan terdakwa sendiripun tidak selau membuktikan kebenaran. Pengakuan
terkadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang
didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga keyakinan hakim
sendiri.

F. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang
berhubungan dengan pokok permasalahan di perlukan suatu pedoman penelitian
yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan
menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan
penelitian adalah suatu kegiataan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa
sampai menyusun laporan.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk
mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai
satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penulis

menggunakan metode penelitian sebagai berikut:
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1. Jenis Penelitian
JenisPenelitian dari skripsi ini merupakan Penelitian Pustaka (Library
Research) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal online, internet

dan lain sebagainya yang memuat materi-materi yang dibahas sebagai sumber
datanya.’* Dalam hal ini untuk melihat secara langsung perbandingan
hakim dalam memutuskan alat bukti media sosial sebagai alat bukti yang
sah dalam pembuktian di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu
penelitian yang mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai
institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang
mempola.

Yuridis empiris adalah penelitian yang condong bersifat kuantitatif,
berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung
dari objeknya. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan
pada penelitian study pustaka penyusun juga melakukaan penelaahan
secara mendalam tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan alat bukti media sosial.

3. Sumber Penelitian

a. Data Primer

BSutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 9.
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Merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di
lapangan dengan mengadakan peninjuan langsung pada Pengadilan

Negeri Yogyakarta.

. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang
berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan
mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. Meliputi:
a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP);
¢) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Meliputi:
a) buku-buku literatur yang berhubungan dengan alat
bukti;
b) makalah-makalah ~ khususnya  berkaitan  dengan
kejahatan di media sosial, dan hasil penelitian para
pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti;
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c) Jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diteliti;
dan
d) Hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan
permasalahan yang diteliti.
4. Lokasi penelitian
Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan
dibahas, penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini akan dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut :
a. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
berupa pedoman wawancara terstruktur, alat tulis dan perekam
suara.
b. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :
1) Kepustakaan atau Studi Dokumen
Kepustakaan atau studi dokumen'® digunakan untuk
mengumpulkan data sekunder terkait masalah yang dibahas
serta, rangkaian hubungannya. Teknik ini akan dilakukan

dengan mempelajari  buku-buku, peraturan perundang-

YStudi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau
mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber pustaka lainnya yang berhubungan
dengan obyek penelitian. Lihat Hilman Hadikusuma, Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum,
(Bandung: Manjar Maji, 1991), him. 80.
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undangan dan berbagai sumber bacaanyang ada hubungannya
dengan penelitian.
2) Wawancara atau Interview
Teknik Wawancara®® akan penyusun gunakan untuk
memperoleh data primer atau keterangan-keterangan yang
diperlukan dalam penelitian ini. Teknik ini akan dilakukan
tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait.
Yaitu: Bapak Suwarno, selaku Hakim di Pengadilan Negeri
Yogyakarta.
3) Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik
terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.® Dalam
hal ini penulis akan mengamati kekuatan hukum media sosial
sebagai alat bukti dalam hukum pidana.
6. Analisis Data
Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama
penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang
dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis

sehingga di dapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

“Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data/informasi dengan mengajukan
pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, dengan ciri utama kontak langsung ,
bertatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi. Lihat Tatang Amirin,
Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1990), him. 133.

®Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1993), him. 100.
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Dengan demikian cara untuk menganalisisnya adalah dengan langkah
pertama mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data
direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang
tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi
informasi atau data, yang susunanya dibuat sistematis sehingga
memungkinkan untuk ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yaitu urutan persoalan atau permasalahan yang
dijelaskan dalam bentuk tulisan yang membahas skripsi ini dari awal hingga akhir
secara keseluruhan, supaya tidak terdapat penyimpangan yang membingungkan
dalam pembahasan.

Pada bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang memberikan
ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan sistematis terdiri
dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian,
telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

Pada bab kedua, pembahasan akan memuat tentang tinjauan umum
pengertian Hakim, Kewenangan Hakim tinjauan umum mengenai media sosial
dan pembahasan ditujukan pada Pertimbangan hakim dalam penggunaan media
sosial sebagai alat bukti dalam kasus hukum pidana, dasar-dasar hakim
memutuskan suatu media sosial dapat menjadi alat bukti yang sah berdasarkan

UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
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Pada bab ketiga, pembahasan ditujukan pada Tinjauan Umum mengenai
Pembuktian, macam-macam alat bukti dan contoh kasus yang menggunakan
media sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan
analisis pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial sebagai alat bukti
dalam kasus hukum pidana. Dilihat dari keabsahan dan kekuatan alat bukti media
sosial ditinjau dari UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
elektronik.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang
berisikan kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penyusun akan menguraikan
mengenai kesimpulan dan saran. Kasimpulan disini merupakan jawaban dari

pokok masalah yang ada pada bab pertama.



BAB V
PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan Uraian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam penggunaan media sosial sebagai
alat bukti dalam sebuah kasus, Pasal haruslah sesuai prosedur, artinya
pasal tersebut harus sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang
informasi dan transaksi elektronik (ITE). Sah belum memenuhi
kandungan artinya bahwa sah masih bisa dipertimbangkan oleh hakim,
jika sah sebuah media sosial sebagai alat bukti tetapi hanya ada satu
alat bukti maka belum memenuhi syarat. Dalam perkara yang
menggunakan  media  sosial sebagai alat bukti  harus
memanggil/memenuhi alat bukti lain, seperti alat bukti keterangan ahli
demi memenuhi syarat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang
melakukan tindak pidana melalui media sosial.

2. Kendala hakim dalam mempertimbangkan media sosial sebagai alat
bukti. Dalam menggunakan media sosial sebagai alat bukti berkaitan
erat dengan saksi ahli. Tetapi di aparat penegak hukum sendiri masih
sulit mencari saksi ahli elektronik yang dapat menggunakan digital
forensik. Sedangkan hakim membutuhkan keterangan saksi ahli untuk
mengetahui duduk permasalahannya. Keterbatasan dan permasalahan

ini berdampak juga terhadap hakim dalam mempertimbangkan sebuah
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perkara pidana dengan alat bukti media sosial dan pada saat itu juga
saksi ahli yang dapat mempergunakan digital forensik tersebut tidak
ada, maka akan timbul kekaburan sebuah alat bukti. Itu yang menjadi
kendala hakim ketika memeriksa atau memutus sebuah perkara dengan
alat bukti media sosial.

B. Saran

Seiring kemajuan teknologi, hukum selayaknya lebih memperhatikan lagi
permasalahan yang terjadi pada pembuktian yang menggunakan alat bukti media
sosial. Guna tercapai dan terwujudnya keyakinan hakim dalam memutus suatu
perkara yang menggunakan media sosial sebagai alat bukti.

Berdasarkan temuan yang ada selama penelitian maka disarankan kepada
pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui Departemen
Informasi dan Teknologi agar melakukan pelatihan saksi ahli dalam menggunakan
digital forensik. Sehingga tidak lagi kesulitan mencari saksi ahli yang dapat
menggunakan digital forensik tersebut sehingga memperbanyak orang yang dapat
menjadi saksi ahli. Sehingga keterangan yang didapat hakim untuk
mempertimbangkan alat bukti media sosial mendapat keyakinan atau tambahan
alat bukti.

Kepada para pengguna internet atau media sosial agar lebih mematuhi
norma-norma serta harus beretika baik ketika sedang menjelajahi dunia maya.
Sehingga meminimalisir kejahatan/tindakan melawan hukum dijejaring sosial atau

media sosial.
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